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KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 31 /2019
TENTANG

RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Menimbang

Mengingat

-

PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai
Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun
2015 - 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017, dipandang perlu
menetapkan Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Inspektorat Kota Madiun ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota
Madiun tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Inspektorat Kota Madiun.
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun
2015 - 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 ;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 ;

Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/242/2014
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota
Madiun Nomor : 060-401.021/99/2017
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17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota
Madiun Nomor : 060-401.050/95/2017.

MEMUTUSKAN :

Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat
Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MADIUN

40522 199003 2 003

NSPEKTORAT_ ||
R -RULLY DWI RATNAWATI
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KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR 060 - 4001050/ 24 /2019
TANGGAL 11 APRIL 2019
RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT KOTA MADIUN
Jadwal Pelaksanaan
Area
Perubahan/P rmasa Rencana k tan
cui Mlkrnm ke MDA cgia Jan | Feb | Mar [ Apr | Mei | Jun | Jul | Agt Okt | Nov
Mangemen Tim Reformasi Birokrasi belum Monev pelaksanaan tugas rencana Kerja oleh
perubahan melaksanakan tugas sesuai dengan tim RB
rencana kerja secarn berkala
Peran pimpinan dan pegawai dalam Implementasi program RB dalam rapat
implementasi reformasi pimpinan dan setiap kegiatan
Monev pelaksanaan RB belum Monev pelaksanaan RB secarn
dilakukan secara berkala berkaln (minimal tiga bulan sekali)
Agen perubahan belum menunjukan  |Mengusulkan diklat agen perubahan
peran secara aktif dalam menerapkan  [Setap agen perubahan menyusun
tugas dan tanggung jawab-nya rencana aksi
Monev pelaksanaan program/rencana aksi
agen perubahan
Remcana Aksi Tindak Lanjut belum  |Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut
dilaksanakan dilaksanakan
Monev rencana kerja belum dilakukan |Monev rencana kerja oleh penanggungjawab
oleh penanggungjawab RB RB dilakukan secara berkaln
Penataan SOP yang telah dibuat kurang Penerapan SOP secara berkala
peraturan diterapkan secara maksimal
Perundang- Evaluasi SOP yang ada tnidak sesuni  |Mengevaluasi SOP terhadap efisiens: dan
undangan dengan peta proses bisnis dan prosedur |efektifitas peta proses bisnis secara berkala
Penataan Sistem  |Implementasi perkembangan Melakukan Implementasi e-government yang
Mmmnajemen SDM |e-goverment belum terintegrasi | terintegrasi

Monev pelaksanaan keterbukaan
informasi publik tndak dilakukan secara
berkala

Monev pelaksanaan keterbukaan infomasi
publik dilakukan secara berkala




Jadwal Pelaksanaan

Area
an/Prog Isu P lahan Strategi Rencana Kegiatan

Pe:::rlikm T — fegils - Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov
Analisis Jabatan dan analisis beban Menyusun analisis jabatan dan analisis beban
kerja belum sesuai kinerja yang kerja yang sesuai dengan kinerja yang
dilakukan dihasilkan
Kebutuhan pengembangan kompetensi |Kebutuhan pengembangan kompetensi
belum dilakukan secara menyeluruh pegawai dilakukan secara menyeluruh
Pengembangan pegawai berbasis Melakukan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi belum sepenuhnya sesuai  |kompetensi yang sesuai dengan rencana dan
dengan rencana dan kebutuhan kebutuhan pengembangan kompetensi
pengembangan kompetensi
Penilaian kinerja individu belum Pembenan reward dan punishment terhadap
dijadikan dasar pengembangan karir  |seluruh pegawai berdasarkan hasil penilaian
individu kinerja individu
Monev pelaksanaan aturan disiplin/  [Monev pelaksanaan aturan disiplin / kode
kode etik / kode perilaku belum etik/ kode perilaku instansi secara berkala
dilakukan
Peran pimpinan dalam penyusunan Melibatkan pimpinan dalam

:kmg:lal;:ﬂln rencana strategis, PK dan pemantauan |penyusunan Renstra, Renja, PK

Lo eS| capaian kinerja belum optimal Monev capaian kinerja oleh pimpinan

s dilakukan langsung secara berkala

Penataan Evaluasi kinerja organisasi UPT Monev kinerja organisasi UPT

kelembagaan belum selesai dilaksanakan secara berkala

Penataan SDM  |Pengembangan pegawai berbasis Menyusun peta/matrik kebutuhan pelatihan

aparatur kompetensi belum optimal pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan
dilaksanakan Ibidang tugasnya masing-masing

Monev pengembangan kompetensi
Jpegztwai secara berkala

Penilaian kinerja individu (SKP) belum | Monev penilaian SKP secara berkala
sepenuhnya berdasarkan capaian
kinerja masing-masing individu

Meonev pelaksanaan aturan / disiplin /
kode etik belum optimal dilakukan

Monev penegakan disiplin pegawai secara
berkala




Jadwal Pelaksanaan

Area
han/P Isu Permasalahan St i R Kegiatan

Pﬂ":: MMI'D'E s . . Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov

Penguatan Pemantauan pengendalian intern belum |Monev pengendalian intern secara berkala

Pengawasan |maksimal
Evaluasi penerapan SPI yang belum Monev penerapan SP1 secara berkala
dilakukan secara optimal
WBS belum disosialisasikan di Sosialisasi WBS
seluruh unit organisasi Monev pelaksanaan WBS
Penanganan Benturan Kepentingan Sosialisasi Benturan Kepentingan
belum optimal disosialisasikan Monev Benturan Kepentingan

Menindak lanjuti monev benturan kepentingan
Implementasi Pembangunan Zona Intensifitas pembangunan zona integritas
Integritas belum terlaksana dilakukan secara berkala
Reviu perbaikan standar pelayanan Optimalisasi reviu dan perbaikan standart
belum optimal pelayanan yang melibatkan stakeholder dan
dilakukan secara berkala

Reviu dan perbaikan SOP belum Optimalisasi revin dan perbaikan standar SOP
optimal secara berkala
Sosialisasi penerapan budaya Sosialisasi penerapan budaya prima dilakukan
pelayanan prima belum optimal secara berkala

Peningkatan Punishment/reward bagi pelaksana Menyusun usulan penetapan punishment and

kualitas pelayanan
publik

layanan dan kompensasi bagi penerima
layanan apabila layanan tidak sesuai
standar belum ditetapkan

reward bagi pelaksana layanan

Menyusun usulan pemberian kompensasi bagi
penerima layanan apabila layanan tidak sesuai
standar

Monitoring dan evaluasi secara
berkala

Inovasi pelayanan publik belum
optimal

Menyusun peta/matrik usulan inovasi
pelayanan publik dan perkembangannya

Optimalisasi inovasi pelayanan publik

Monev inovasi pelayanan publik




Area
Perubahan/Prog
ram Mikro

Isu Permasalahan Strategis

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Jan

Feb

Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept

Nov

Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan

Dilakukan evaluasi penanganan keluhan atas
pengaduan pelayanan

Penilaian tindak lanjut kepuasan

Optimalisasi tindak lanjut dari survey

masyarakat terhadap pelayanan belum |kepuasan masyarakat
Pemanfaatan teknologi informasi pelayanan dilakukan dengan menerapkan
dalam pelayanan belum dilakukan teknologi informasi

Perbaikan pelayanan secara berkala dengan

|menggunakan teknologi informasi
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